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Abstract: This study analyzes the influence of procedural justice and accountability of the
Public Order Agency (Satpol PP) on public compliance with local regulations through public
trust as a mediating variable. This study uses an empirical legal approach with an explanatory
quantitative survey design. Data were collected from 300 respondents in Batam who had
witnessed, experienced, or interacted with Satpol PP actions. The research instrument was
compiled on a five-point Likert scale and analyzed using SPSS through validity and reliability
tests, descriptive analysis, multiple regression, and mediation tests with PROCESS Macro. The
results show that procedural justice and accountability of Satpol PP have a positive and
significant effect on public trust. Both variables also have a positive effect on public compliance
with local regulations. In addition, public trust is proven to partially mediate the relationship
between procedural justice and accountability with public compliance. This model positions
trust as a social mechanism that bridges the quality of authority and public obedience. These
findings confirm that legal compliance is not shaped by the threat of sanctions or the intensity
of enforcement, but by citizens' perceptions of the fairness, transparency, explanation of
actions, and institutional capacity. This research contributes to the development of empirical
legal studies and public administration by placing the quality of law enforcement processes as
a central factor in building sustainable compliance. Practically, the research emphasizes
development oriented toward justice, accountability and strengthening public trust.

Keyword: Procedural Justice, Accountability, Public Order Agency, Public Trust, Community
Compliance, Regional Regulations

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh keadilan prosedural dan akuntabilitas Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah melalui
kepercayaan publik sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum
empiris dengan desain survei kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan dari 300 responden di
Kota Batam yang pernah menyaksikan, mengalami atau berinteraksi dengan tindakan Satpol
PP. Instrumen penelitian disusun dalam skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan
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SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, regresi berganda serta uji mediasi
dengan PROCESS Macro. Hasil penelitian menunjukkan keadilan prosedural dan akuntabilitas
Satpol PP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Kedua variabel
tersebut juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah. Selain
itu, kepercayaan publik terbukti memediasi secara parsial hubungan antara keadilan prosedural
dan akuntabilitas dengan kepatuhan masyarakat. Model ini menempatkan trust sebagai
mekanisme sosial yang menjembatani kualitas otoritas dan ketaatan warga. Temuan ini
menegaskan kepatuhan hukum tidak dibentuk oleh ancaman sanksi atau intensitas penertiban,
tetapi oleh persepsi warga atas fairness, keterbukaan, penjelasan tindakan dan kemampuan
institusi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum empiris dan administrasi
publik dengan menempatkan kualitas proses penegakan hukum sebagai faktor sentral dalam
membangun kepatuhan yang berkelanjutan. Secara praktis, penelitian menekankan pembinaan
yang berorientasi pada keadilan prosedural, akuntabilitas dan penguatan kepercayaan publik

Kata Kunci: Keadilan Prosedural, Akuntabilitas, Satpol PP, Kepercayaan Publik, Kepatuhan
masyarakat, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Dalam rezim otonomi daerah, penegakan Peraturan Daerah (Perda) tidak hanya
ditujukan untuk menjaga ketertiban administratif, tetapi untuk menjamin kepastian hukum,
melindungi ruang publik dan memelihara ketenteraman masyarakat. Di Indonesia, mandat
tersebut secara kelembagaan dilekatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai
perangkat yang dibentuk untuk menegakkan, menyelenggarakan ketertiban, ketenteraman
masyarakat dan memberikan perlindungan. Namun pada praktiknya, keberhasilan Satpol PP
lebih sering diukur dari keluaran yang bersifat operasional seperti frekuensi patroli, jumlah
penertiban atau tingkat penindakan daripada kualitas proses penegakan hukum. Padahal, dalam
konteks hukum publik modern, efektivitas penegakan tidak semata ditentukan oleh kemampuan
koersif negara, melainkan kemampuan otoritas untuk dipandang adil dan dipercaya oleh warga.

Kepatuhan hukum yang berkelanjutan tidak hanya dihasilkan oleh ancaman sanksi,
tetapi juga persepsi warga terhadap keadilan prosedural dari otoritas penegak hukum. Sunshine
& Tyler (2003) menunjukkan dukungan publik lebih kuat dijelaskan oleh legitimasi dan
keadilan prosedural daripada oleh pertimbangan instrumental semata. Temuan ini diperkuat
oleh Hinds & Murphy (2007); Hough et al (2010) and Murphy et al (2009) yang konsisten
menemukan perlakuan yang sopan, netral, bermartabat dan transparan dalam interaksi
penegakan hukum berkorelasi dengan meningkatnya penilaian legitimasi institusi penegak
hukum.

Dalam telaah yang lebih luas, keadilan prosedural merupakan salah satu jalur penting
yang menjembatani pengalaman warga dengan kemauan sukarela untuk mematuhi hukum
(Nagin & Telep, 2020), sementara itu, kualitas interaksi sehari-hari antara aparat dan warga
merupakan arena utama pembentukan persepsi atas keabsahan otoritas (Tyler, 2017).

Bagi konteks Satpol PP, kerangka keadilan prosedural menjadi sangat releva yang
secara sosial dekat dengan kehidupan warga, seperti penertiban pedagang kaki lima,
pengawasan penggunaan ruang publik, penegakan ketertiban usaha, pengendalian pelanggaran
reklame dan penanganan gangguan ketenteraman masyarakat. Sebaliknya, ketika aparat
menunjukkan perlakuan yang hormat, memberi penjelasan yang memadai dan menggunakan
prosedur yang dapat dipahami, warga cenderung menilai otoritas sebagai sah dan layak diikuti.

Akan tetapi, keadilan prosedural belum cukup menjelaskan kualitas penegakan hukum
daerah. Akuntabilitas sebagai kewajiban institusi untuk menjelaskan, membenarkan serta
membuka dirinya terhadap penilaian atas tindakan. Akuntabilitas sebagai unsur inti tata kelola
demokratis karena memungkinkan adanya hubungan antara pelaku kebijakan, forum
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pengawasan dan kemungkinan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan (Bovens, 2007).
Akuntabilitas bukan sekadar pelaporan administratif, tetapi menyangkut kesadaran aparatur
disetiap keputusan dan tindakannya akan dinilai oleh publik, atasan, atau lembaga pengawas
(Fathani et al., 2024; Overman & Schillemans, 2022). Karenanya, akuntabilitas menjadi isu
sentral karena tindakan penertiban menyentuh langsung hak warga atas ruang, usaha, mobilitas
dan rasa aman. Semakin tinggi persepsi masyarakat, maka tindakan Satpol PP memiliki dasar
yang jelas, terbuka untuk dijelaskan dan dapat diuji, semakin besar peluang lembaga tersebut
memperoleh penerimaan publik.

Pada titik inilah kepercayaan publik menjadi variabel penjelas yang penting.
Kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintah mencerminkan penilaian warga terhadap
institusi publik bertindak kompeten, baik, jujur dan sejalan dengan kepentingan umum
Grimmelikhuijsen et al., 2024, 2025). Berbagai studi menunjukkan kepercayaan tidak tumbuh
secara otomatis dari kewenangan formal, tetapi dibentuk oleh pengalaman warga atas kualitas
prosedur, keterbukaan institusi dan integritas tindakan pejabat publik.

Transparansi dapat meningkatkan trust in government (Grimmelikhuijsen, 2012),
sementara keterbukaan dapat berkontribusi pada legitimasi jika dipersepsi relevan dan kredibel
oleh warga (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014). Dalam domain regulasi, Murphy et al (2009)
dan Murphy (2016) menunjukkan ketika otoritas dipandang sah dan adil, warga cenderung
berpindah dari sikap defensif menuju kepatuhan yang lebih sukarela. Karenanya hubungan
prosedur yang adil dan kepatuhan hukum perlu dipahami melalui mekanisme psikologis dan
relasional, bukan semata-mata melalui logika penghukuman (Nagin & Telep, 2020).

Akan tetapi, kajian mengenai Satpol PP di Indonesia masih banyak menitikberatkan
pada efektivitas penegakan, profesionalisme aparatur, koordinasi dan evaluasi operasional.
Pendekatan tersebut penting, tetapi belum cukup menjelaskan mengapa sebagian warga patuh,
sebagian lain justru bertahan dalam pola resistensi, negosiasi atau pelanggaran berulang. Celah
teoritik muncul karena belum banyak penelitian hukum empiris yang menguji secara kuantitatif
bagaimana keadilan prosedural dan akuntabilitas Satpol PP bekerja melalui kepercayaan publik
untuk membentuk kepatuhan masyarakat. Dengan kata lain, masalah pokokn bukan hanya
apakah Satpol PP bertindak efektif, melainkan apakah cara Satpol PP menegakkan hukum
mampu menghasilkan kepatuhan yang legitimate dan berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan novelty pada tiga level; yaitu fokus kajian Satpol PP tentang
kualitas proses penegakan hukum; mengintegrasikan perspektif socio-legal dengan teori
keadilan prosedural, akuntabilitas publik dan kepercayaan institusional dalam satu model
empiris; serta menempatkan kepercayaan publik sebagai variabel mediasi untuk menjelaskan
keadilan prosedural dan akuntabilitas tidak berhenti sebagai nilai normatif, tetapi diterjemahkan
menjadi kepatuhan masyarakat.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keadilan
prosedural dan akuntabilitas Satpol PP terhadap kepatuhan masyarakat, baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui kepercayaan publik. Secara akademik, penelitian ini
memperkaya pengembangan hukum empiris tentang penegakan hukum daerah. Secara praktis,
temuan penelitian memberi dasar evidensial bagi pembenahan model penegakan yang lebih
adil, akuntabel dan dipercaya masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain survei kuantitatif
eksplanatori. Pendekatan hukum empiris dipilih karena objek yang dikaji bukan hanya norma
hukum yang mengatur kewenangan Satpol PP, melainkan juga bagaimana warga mengalami,
menilai dan merespons praktik penegakan peraturan daerah dalam kehidupan.. Dengan desain
eksplanatori, penelitian diarahkan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel, yaitu keadilan
prosedural dan akuntabilitas Satpol PP sebagai variabel independen, kepercayaan publik
sebagai variabel mediasi dan kepatuhan masyarakat sebagai variabel dependen.
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Lokasi penelitian di Kota Batam karena memiliki dinamika urban dan pengawasan
ketertiban umum yang tinggi. Populasi penelitian adalah masyarakat berusia minimal 18 tahun
yang dalam dua tahun terakhir pernah berinteraksi dengan kegiatan penegakan Perda oleh
Satpol PP, melalui penertiban, sosialisasi, patroli, pengawasan usaha, atau pelayanan
pengaduan. Jumlah populasi terjangkau sebesar 1.250 orang yang tersebar di empat kecamatan,
yaitu Sagulung, Batu Aji, Lubuk Baja dan Batam Kota. Dengan menggunakan rumus Slovin
pada tingkat kesalahan 5 persen, diperoleh kebutuhan sampel minimal 303 responden. Untuk
mengantisipasi kuesioner tidak lengkap, penelitian ini merencanakan distribusi 330 kuesioner,
dengan target data layak olah sekurang-kurangnya 300 respons.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan Kkriteria
responden berdomisili di Kota Batam; pernah menyaksikan, mengalami, atau berinteraksi
dengan tindakan Satpol PP; dan memahami keberadaan peraturan daerah yang berkaitan dengan
ketertiban umum, usaha atau penggunaan ruang publik. Distribusi responden, 90 responden dari
Sagulung, 75 dari Batu Aji, 70 dari Lubuk Baja dan 68 dari Batam Kota.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert lima poin,
mulai dari 1=sangat tidak setuju sampai 5=sangat setuju. Variabel keadilan prosedural diukur
melalui empat dimensi: kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, netralitas tindakan,
perlakuan yang sopan dan bermartabat dan kejelasan alasan tindakan aparat. Variabel
akuntabilitas diukur melalui indikator kejelasan hukum, konsistensi aturan, keterbukaan
penjelasan tindakan, kemudahan pengaduan dan kesiapan aparat untuk dievaluasi.

Variabel kepercayaan publik diukur melalui persepsi integritas, kompetensi, keandalan
dan orientasi kepentingan publik dari Satpol PP. Adapun variabel kepatuhan masyarakat diukur
melalui kecenderungan menaati aturan daerah, menghindari pelanggaran, mengikuti arahan
petugas dan menerima kewajiban hukum tanpa paksaan berulang. Setiap variabel memiliki 4-6
butir pernyataan dalam kuesioner berkisar antara 20 sampai 24 butir.

Instrumen melalui uji coba terbatas kepada 30 responden serupa dengan sampel
penelitian. Validitas item diuji menggunakan korelasi product moment Pearson dengan kriteria
nilai r hitung lebih besar daripada r tabel pada taraf signifikansi 5 persen. Reliabilitas konstruk
diuji dengan Cronbach's alpha, di mana nilai alpha >= 0,70 dipandang memadai untuk
menunjukkan konsistensi internal instrumen.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner langsung pada
lokasi yang memiliki intensitas interaksi dengan Satpol PP. Setiap responden menerima lembar
persetujuan partisipasi yang menjelaskan tujuan penelitian, sifat sukarela, kerahasiaan identitas
dan hak menghentikan pengisian kapan saja. Data yang terkumpul hanya digunakan untuk
kepentingan akademik dan disajikan dalam bentuk agregat.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan
Masyarakat dan peraturan relevan. Data sekunder untuk menegaskan dasar normatif Satpol PP
dan menghubungkan temuan survei dengan kerangka hukum berlaku.

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS. Analisis deskriptif untuk memetakan
profil responden, mean dan standar deviasi setiap variabel. Uji asumsi klasik yang meliputi uji
normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji regresi linear berganda untuk melihat
pengaruh keadilan prosedural dan akuntabilitas terhadap kepatuhan masyarakat. Uji mediasi
menggunakan PROCESS Macro model 4 dengan teknik bootstrapping sebanyak 5.000 sampel
ulang. Pilihan ini mengikuti pendekatan regresi berbasis observed variables yang lazim
digunakan untuk menguji mekanisme mediasi dalam SPSS (Pallant, 2020; Vangen et al., 2015).
Efek mediasi dinyatakan signifikan ketika interval kepercayaan bootstrap 95 persen untuk
indirect effect tidak melintasi angka nol.
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Hipotesis: H1, keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik;
H2, akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik; H3, kepercayaan
publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat; H4, keadilan prosedural
berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat; H5, akuntabilitas Satpol PP berpengaruh
positif terhadap kepatuhan masyarakat; H6, kepercayaan publik memediasi pengaruh keadilan
prosedural terhadap kepatuhan masyarakat; dan H7, kepercayaan publik memediasi pengaruh
akuntabilitas terhadap kepatuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan empiris dari survei terhadap 300 responden yang dinyatakan layak olah dari
330 kuesioner yang disebarkan. Sebanyak 18 kuesioner gugur karena jawaban tidak lengkap,
sedangkan 12 lainnya dieliminasi karena pola jawaban yang terlalu seragam. Tingkat respons
layak olah mencapai 90,9 persen. Komposisi responden menunjukkan kedekatan yang cukup
tinggi dengan aktivitas penegakan Perda oleh Satpol PP. Responden laki-laki berjumlah 162
orang atau 54% dan perempuan 138 orang atau 46%. Kelompok usia 26-35 tahun menjadi
proporsi terbesar, yakni 39,3%, diikuti usia 36-45 tahun sebesar 24,7%, usia 18-25 tahun
sebesar 24% dan usia di atas 45 tahun sebesar 12%. Dari sisi pendidikan, 42%responden
berpendidikan SMA atau sederajat, 48% diploma/sarjana dan 10% pascasarjana. Ini
menunjukkan mayoritas responden memiliki kecukupan pengalaman dan kapasitas untuk
menilai tindakan Satpol PP secara reflektif.

Tabel 1. Profil Responden Penelitian (n = 300)

Karakteristik Frekuensi Persentase (%)
Laki-laki 162 54,0
Perempuan 138 46,0
Usia 18-25 tahun 72 24,0
Usia 26-35 tahun 118 39,3
Usia 36-45 tahun 74 24,7
Usia >45 tahun 36 12,0
SMA/sederajat 126 42,0
Diploma/S1 144 48,0
Pascasarjana 30 10,0

Jika dilihat dari jenis interaksi, 47% responden pernah mengalami atau menyaksikan
penertiban langsung, 30,7% bersinggungan dengan sosialisasi dan 22,3% interaksi melalui
pelayanan pengaduan atau Klarifikasi. Sebaran ini penting karena persepsi masyarakat tidak
hanya dibentuk oleh pengalaman koersif, tetapi juga kontak yang lebih komunikatif dan
administratif. Dengan demikian, penilaian keadilan prosedural, akuntabilitas dan kepercayaan
publik tidak bertumpu pada pengalaman, melainkan keseluruhan pengalaman warga terhadap
perilaku kelembagaan Satpol PP.

Hasil uji kualitas instrumen menunjukkan seluruh butir pernyataan memenuhi syarat
validitas dan reliabilitas. Nilai corrected item-total correlation berada pada rentang 0,41 sampai
0,77, sehingga seluruh item melampaui batas minimal 0,30. Nilai Cronbach’s alpha untuk
keadilan prosedural tercatat 0,88, akuntabilitas 0,86, kepercayaan publik 0,89 dan kepatuhan
masyarakat 0,84. Secara deskriptif, rata-rata skor keadilan prosedural adalah 3,71 dengan
standar deviasi 0,54; akuntabilitas 3,63 dengan standar deviasi 0,57; kepercayaan publik 3,58
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dengan standar deviasi 0,60; dan kepatuhan masyarakat 3,76 dengan standar deviasi 0,52.
Temuan ini menunjukkan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP cenderung cukup baik, tetapi
belum mencapai tingkat yang kuat. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada kepatuhan
masyarakat, sementara kepercayaan publik sedikit lebih rendah. Ini mengisyaratkan warga
relatif bersedia menyesuaikan perilaku dengan Perda, tetapi basis kepercayaannya kepada
institusi belum sepenuhnya solid.

Tabel 2. Statistik Deskriptif dan Reliabilitas Konstruk

Variabel Mean SD Cronbach’s Alpha
Keadilan prosedural 3,71 0,54 0,88
Akuntabilitas Satpol PP 3,63 0,57 0,86
Kepercayaan publik 3,58 0,60 0,89
Kepatuhan masyarakat 3,76 0,52 0,84

Pada level indikator, dimensi tertinggi adalah perlakuan aparat yang sopan dan
bermartabat, sedangkan dimensi terendah adalah kesempatan untuk menyampaikan penjelasan
sebelum tindakan dilakukan. Pada variabel akuntabilitas, indikator kejelasan hukum
memperoleh skor tinggi, tetapi indikator kemudahan menyampaikan keberatan dan
memperoleh tindak lanjut pengaduan relatif rendah. Adapun variabel kepercayaan publik,
indikator kompetensi dan konsistensi tindakan lebih baik dibanding keyakinan Satpol PP selalu
mengutamakan kepentingan publik. Pola ini menunjukkan tantangan bukan pada pengenalan
warga terhadap kewenangan Satpol PP, melainkan pada dialog, keterbukaan penjelasan dan
mekanisme koreksi yang belum sepenuhnya kuat.

Uji normalitas residual menggunakan Kolmogorov—Smirnov menunjukkan signifikansi
0,087, sehingga residual model dinyatakan berdistribusi normal. Nilai tolerance berada di atas
0,10 dan nilai VIF berada pada rentang 1,42 sampai 1,88, yang berarti tidak ditemukan
multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas Glejser juga memperlihatkan nilai signifikansi di atas
0,05 untuk seluruh variabel prediktor. Dengan terpenuhinya prasyarat, regresi dan mediasi
dapat dilakukan secara lebih andal.

Pengujian pertama menempatkan kepercayaan publik sebagai variabel dependen. Hasil
regresi menunjukkan keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepercayaan publik dengan koefisien B=0,46, beta standar=0,43, t=7,94 dan p<0,001.
Akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik
dengan koefisien B=0,31, beta standar=0,29, t=5,48 dan p<0,001. Model ini memiliki nilai R?
sebesar 0,48, yang berarti 48 persen variasi kepercayaan publik dapat dijelaskan oleh kombinasi
keadilan prosedural dan akuntabilitas. Nilai F hitung sebesar 137,22 dengan p<0,001
menegaskan model layak secara statistik. Temuan menunjukkan tindakan dan kemampuan
institusi untuk menjelaskan tindakan sebagai pembentukan kepercayaan.

Tabel 3. Hasil Regresi dengan Kepercayaan Publik sebagai Variabel Dependen

Prediktor B Beta t Sig.
Keadilan prosedural 0,46 0,43 7,94 <0,001
Akuntabilitas Satpol PP 0,31 0,29 5,48 <0,001

R2 =0,48; F = 137,22; Sig. F < 0,001

Pengujian kedua menempatkan kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah sebagai
variabel dependen dengan memasukkan keadilan prosedural, akuntabilitas dan kepercayaan
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publik secara simultan. Hasil analisis menunjukkan keadilan prosedural tetap berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dengan koefisien B=0,18, beta
standar=0,19, t=3,12 dan p=0,002. Akuntabilitas Satpol PP juga berpengaruh positif dan
signifikan dengan koefisien B=0,16, beta standar=0,17, t=2,86 dan p=0,005. Sementara itu,
kepercayaan publik tampil sebagai prediktor paling kuat dengan koefisien B=0,34, beta
standar=0,39, t=6,11 dan p<0,001. Nilai R2 model sebesar 0,55 menunjukkan 55 persen variasi
kepatuhan masyarakat dapat dijelaskan oleh ketiga variabel secara bersama-sama. Dengan
demikian, H1 sampai H5 seluruhnya didukung oleh data empiris.

Uji mediasi menggunakan PROCESS Macro model 4 dengan 5.000 bootstrap sample
memperlihatkan kepercayaan publik secara signifikan memediasi pengaruh keadilan prosedural
terhadap kepatuhan masyarakat. Besaran indirect effect tercatat sebesar 0,157 dengan bootstrap
confidence interval 95 persen antara 0,098 sampai 0,227. Kepercayaan publik secara signifikan
memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan masyarakat, dengan indirect effect
sebesar 0,106 dan bootstrap confidence interval 95 persen antara 0,061 sampai 0,166.

Karena pengaruh langsung keadilan prosedural dan akuntabilitas terhadap kepatuhan
tetap signifikan setelah mediator dimasukkan, maka bentuk mediasi yang terjadi adalah mediasi
parsial. Artinya, kedua variabel independen bukan hanya meningkatkan kepatuhan secara
langsung, tetapi juga bekerja melalui peningkatan kepercayaan publik.

Tabel 4. Hasil Regresi, Pengaruh Mediasi dan Bootstrap Indirect Effect

Hubungan B Beta t Sig. Keterangan
Keadilan prosedural — Kepatuhan 0,18 0,19 3,12 0,002 Signifikan
Akuntabilitas — Kepatuhan 0,16 0,17 2,86 0,005 Signifikan
Kepercayaan publik — Kepatuhan 0,34 0,39 6,11 <0,001 Signifikan
Indirect effect PJ — Trust — Kepatuhan 0,157 - - - Cl 95% [0,098; 0,227]
Indirect effect AK — Trust — Kepatuhan 0,106 - - - Cl 95% [0,061; 0,166]
R2 model kepatuhan = 0,55 Mediasi parsial

Secara substantif, kepatuhan masyarakat tidak cukup sebagai ancaman sanksi atau
kehadiran aparat. Masyarakat cenderung patuh ketika menilai tindakan Satpol PP dilakukan
secara layak, dapat dijelaskan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, signifikannya
pengaruh langsung keadilan prosedural dan akuntabilitas menandakan pengalaman konkret
yang memiliki efek tersendiri terhadap kepatuhan, bahkan sebelum terbentuknya trust yang
lebih stabil pada institusi.

Dengan kata lain, kepatuhan hukum daerah dibentuk oleh kombinasi antara kualitas
proses penegakan dan kualitas hubungan institusional yang berkembang dari proses tersebut.
Temuan ini menunjukkan dua area prioritas pembenahan bagi Satpol PP, yakni memperkuat
voice dan explanation dalam tindakan serta membenahi mekanisme akuntabilitas melalui
pengaduan, Klarifikasi dan tindak lanjut keberatan warga.

Temuan menunjukkan keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepercayaan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Hasil tersebut
memperkuat argumen dari Walters & Bolger (2019) yaitu persepsi fairness prosedural memiliki
hubungan konsisten dengan legitimasi dan compliance. Dalam konteks Satpol PP, warga tidak
hanya menilai hasil akhir penertiban, tetapi juga bagaimana proses penertiban dilakukan dengan
adil, transparan kejelasa terhadap norma, sikap dan perlakuan martabat terhadap masayrakat.
Kepatuhan hukum daerah tidak lahir semata-mata dari logika deterrence, melainkan dari
penilaian normatif warga yang memandang negara memang pantas untuk diikuti.
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Signifikansi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepercayaan publik juga sejalan
dengan temuan Mazerolle et al (2013) perlakuan yang procedurally just dalam interaksi
lapangan dapat meningkatkan persepsi legitimasi aparat serta perjumpaan rutin antara aparat
dan warga dapat membentuk evaluasiluas terhadap institusi. Relevansi tersebut kuat bagi Satpol
PP karena sebagian besar interaksi Satpol PP dengan masyarakat terjadi rutin setiap hari dalam
hal penertiban, pengawasan dan klarifikasi aduan. Artinya, kualitas pengalaman mikro dalam
perjumpaan langsung merupakan bagian inti dari pembentukan kepercayaan terhadap lembaga
penegak Perda.

Temuan ini juga memperlihatkan dimensi treatment quality tampaknya lebih mudah
dirasakan warga dibanding dimensi decision-making quality. Kualitas perlakuan lebih
menonjol dibanding kualitas pengambilan keputusan dalam membentuk persepsi legitimasi
(Solomon, 2019). Bagi Satpol PP, hal ini menjelaskan indikator perlakuan sopan dan
bermartabat memperoleh skor tinggi dibanding indikator lain dalam menyampaikan penjelasan.
Implikasinya, pembenahan perilaku interpersonal perlu dibarengi dengan pembenahan prosedur
dialogis agar fairness tidak berhenti pada etika personal, tetapi menjadi karakter kelembagaan.

Selanjutnya, akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik
dan kepatuhan masyarakat. Akuntabilitas dalam organisasi publik tidak dapat dipahami sekadar
sebagai kewajiban formal untuk melapor, tetapi sebagai relasi yang membentuk perilaku dan
konsekuensi organisasi (Yang, 2012). Dalam arah yang serupa, Aleksovska et al (2019)
menunjukkan desain akuntabilitas memengaruhi perilaku aktor publik secara nyata, sementara
itu, akuntabilitas sosial membutuhkan mekanisme yang memungkinkan publik menilai dan
mempertanyakan tindakan organisasi (Brummel & de Blok, 2024). Karena itu, ketika warga
memandang Satpol PP memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten dan terbuka untuk
dievaluasi, mereka lebih mudah menilai lembaga tersebut sebagai otoritas yang layak dipercaya
dan ditaati.

Hubungan positif akuntabilitas dan kepercayaan publik juga dijelaskan dari literatur
yang menempatkan kualitas proses sebagai penentu trust. Evaluasi warga terhadap proses
birokrasi berhubungan erat dengan trust terhadap aparatur (Van Ryzin, 2011), bahkan trust
memperluas kesediaan warga untuk menerima otoritas pemerintah (Cooper et al., 2008).
Temuan penelitian ini memperlihatkan mekanisme yang serupa pada Satpol PP. Kejelasan
hukum, konsistensi penerapan aturan dan tersedianya saluran komplain memberi sinyal
kewenangan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam konteks penegakan peraturan
daerah, inilah yang mengubah relasi koersif menjadi relasi yang lebih legitimate.

Peran sentral kepercayaan publik sebagai mediator merupakan salah satu temuan paling
penting dalam penelitian. Model mediasi parsial menunjukkan keadilan prosedural dan
akuntabilitas tetap berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi pengaruhnya disalurkan
melalui trust. Fair process sebagai pemicu penilaian trustworthiness institusi, lalu trust
mendorong kerja sama dan respons positif dari publik (Anrango Narvéez et al., 2023).
Penerapan procedural justice meningkatkan legitimasi dan kemauan untuk bekerja sama dengan
aparat. Dalam konteks Satpol PP, warga dapat langsung patuh karena melihat prosedurnya fair,
tetapi kepatuhan yang lebih stabil cenderung muncul ketika fairness dan akuntabilitas telah
terkonsolidasi menjadi kepercayaan kepada institusi.

Temuan peran trust juga berkaitan dengan literatur yang lebih luas tentang political trust
dan law compliance. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan politik yang rendah cenderung
lebih permisif terhadap pelanggaran hukum (Hooghe & Marks, 2020). Disisi lain, fairness
prosedural berperan dalam membangun political trust sekaligus mendukung compliance
(Grimes, 2006). Jika argumen ini dibawa ke Satpol PP, hasil penelitian menjadi sangat relevan:
ketika tindakan penegakan dipersepsi tidak netral, tidak terbuka, atau sulit dipersoalkan, maka
yang melemah bukan hanya citra, tetapi kesiapan normatif warga untuk mematuhi aturan
daerah.
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Temuan ini koheren dengan pentingnya kualitas institusional, transparansi dan
impartiality. Van de Walle & Migchelbrink (2022) menunjukkan trust kepada administrasi
publik dipengaruhi oleh kualitas proses dan persepsi atas ketidakberpihakan institusi. Konstruk
tersebut memainkan peran penting dalam relasi antara korupsi dan kepuasan warga terhadap
layanan publik. Dibaca bersama hasil penelitian, dapat dipahami problem utama Satpol PP
bukan hanya soal ada atau tidaknya operasi penertiban, melainkan apakah tindakan itu terlihat
konsisten, tidak diskriminatif dan terbuka untuk diuji oleh publik.

Secara teoritik, hasil penelitian memperlihatkan pendekatan hukum empiris dapat
memperkaya studi Satpol PP yang selama ini cenderung deskriptif-institusional. Kepatuhan
masyarakat tepat dipahami sebagai outcome sosial dari penegakan hukum yang legitimate,
bukan akibat kemampuan negara yang memobilisasi paksaan. Dari sisi praktis, implikasi
penelitian ini adalah reposisi penegakan dari model yang dominan koersif ke model yang
responsif dan explainable. Pelatihan aparat Satpol PP tidak berhenti pada aspek ketegasan,
tetapi mencakup kemampuan komunikasi, penjelasan dasar hukum dan teknik mendengar
keluhan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas tidak cukup melalui laporan administratif internal,
melainkan tampak dari perspektif warga melalui prosedur yang mudah dipahami, kanal
komplain yang responsif dan standar tindak lanjut yang konsisten

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tidak dapat
dijelaskan secara memadai hanya melalui pendekatan koersif. Dalam konteks Satpol PP,
kepatuhan justru lebih kuat ketika masyarakat menilai proses penegakan berlangsung secara
adil, bertanggungjawab dan dijalankan oleh institusi yang layak dipercaya. Temuan ini penting
karena menegaskan kualitas proses penegakan hukum daerah sama pentingnya dengan hasil
akhir penertiban. Satpol PP bukan sekadar instrumen operasional pemerintah daerah, tetapi
representasi yang paling dekat dengan warga. Karena itu, tindakan Satpol PP dibaca masyarakat
bukan hanya sebagai pelaksanaan aturan, melainkan sebagai cermin apakah negara hadir secara
fair, rasional dan terbuka.

Hasil penelitian membuktikan keadilan prosedural dan akuntabilitas Satpol PP sama
berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik. Keduanya juga terbukti berpengaruh
langsung terhadap kepatuhan masyarakat. Selain itu, kepercayaan publik berfungsi sebagai
mediator parsial yang memperkuat hubungan kedua variabel tersebut dengan kepatuhan.
Artinya, semakin warga merasakan Satpol PP bertindak sopan, netral, memberikan alasan yang
jelas, konsisten dan terbuka untuk dievaluasi, semakin besar kemungkinan warga menaruh
kepercayaan pada institusi tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pendekatan procedural justice dan
public accountability dalam studi hukum empiris tentang Satpol PP. Selama ini, banyak kajian
tentang Satpol PP berfokus pada kewenangan formal, efektivitas operasi, atau persoalan
koordinasi. Penelitian ini memperlihatkan aspek yang menentukan keberlanjutan kepatuhan
justru terletak pada kualitas hubungan antara aparat dan warga. Oleh sebab itu, legitimasi perlu
dipahami sebagai fairness prosedural, akuntabilitas kelembagaan dan trust yang berkembang di
mata publik. Kerangka ini dapat menjadi pijakan yang lebih kaya bagi pengembangan studi
hukum empiris, administrasi publik, maupun kebijakan daerah yang terkait dengan ketertiban
umum.

Secara praktis, menegaskan reorientasi kebijakan pembinaan melalui jumlah operasi,
penambahan personel atau disiplin internal. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap
tindakan penegakan didukung oleh SOP yang menekankan pemberian alasan tindakan,
kesempatan bagi warga untuk menyampaikan penjelasan, pencatatan dasar hukum yang jelas
serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Di tingkat pelatihan, aparat
Satpol PP perlu dibekali kemampuan komunikasi publik, manajemen konflik dan teknik
penanganan warga yang menempatkan martabat manusia sebagai pertimbangan utama.
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Pembenahan semacam ini akan membuat kepatuhan tidak hanya lahir karena rasa takut, tetapi
karena adanya pengakuan warga atas legitimasi tindakan aparat.

Dengan demikian, model hubungan antara keadilan prosedural, akuntabilitas Satpol PP,
kepercayaan publik dan kepatuhan masyarakat memiliki dasar empiris yang kuat. Penegakan
yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar kewenangan formal; ia
memerlukan proses yang adil, institusi yang akuntabel dan kepercayaan yang dipelihara secara
konsisten. Untuk penelitian selanjutnya, model ini dapat dikembangkan dengan menambahkan
variabel seperti pengalaman negatif warga, persepsi diskriminasi, efektivitas komunikasi publik
atau budaya hukum lokal terhadap kepatuhan masyarakat menjadi lebih komprehensif. Namun
secara umum, penelitian ini menegaskan masa depan penegakan hukum daerah yang lebih
legitimate terletak pada kemampuan Satpol PP untuk bertindak tanpa kehilangan fairness dan
berwibawa tanpa meninggalkan akuntabilitas.
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